
1 
 

HALAMAN JUDUL 
  









2 
 

DAFTAR ISI 
 

 
HALAMAN JUDUL ................................................................................................. 1 

DAFTAR ISI ............................................................................................................ 2 

BAB I  PENDAHULUAN ......................................................................................... 3 

1.1. LATAR BELAKANG .................................................................................. 3 

1.2. LANDASAN HUKUM ................................................................................. 4 

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN ........................................................................... 5 

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN ..................................................................... 6 

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPENDUDUKAN  DAN PENCATATAN 
SIPIL  TAHUN 2024 ............................................................................................... 9 

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 
2024 DAN CAPAIAN RENSTRA PD DI TAHUN 2024 ........................................ 9 

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ................... 18 

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI 
PERANGKAT DAERAH .................................................................................... 24 

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN  DAN PENCATATAN 
SIPIL .................................................................................................................... 25 

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH .................... 25 

3.2. USULAN INOVASI PERANGKAT DAERAH ........................................... 28 

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN .................................................................. 30 

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN 
PENCATATAN SIPIL ........................................................................................... 31 

BAB V PENUTUP ................................................................................................. 51 

 

  



3 
 

BAB I  
PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan 

dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai penjabaran dari RKPD dan 

Rancangan Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam 

satu tahun anggaran disertai dana yang diperlukan untuk pelaksanaannya yang 

disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman 

pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah.  

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dalam hal pencantuman 

nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan mengacu pada Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan 

peraturan tersebut, maka nomenklatur, program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta 

kodefikasi perangkat daerah telah ditentukan oleh pemerintah pusat dan 

dimungkinkan dilakukan pemutakhiran setiap tahunnya. 

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 merupakan:  

1. Pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam 

pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2026. 

2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.  
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1.2. LANDASAN HUKUM 

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil tahun 2026 adalah sebagai berikut: 

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional;  

2) Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 

3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

6) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan; 

7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintah Daerah; 
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9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah; 

10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026; 

11) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2024 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sleman 

Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 

Nomor 5); 

12) Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan; 

13) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah 

Kabupaten Sleman;  

14) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman 

Tahun 2021-2026; 

15) Peraturan Bupati Sleman Nomor 34.1 Tahun 2022 tentang Gerakan 

Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan Kabupaten Sleman 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 43 

Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34.1 Tahun 

2022; 

16) Peraturan Bupati Sleman Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pos Pelayanan 

Dokumen Kependudukan; 

17) Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas; dan 

18) Peraturan Bupati Sleman Nomor 42.1 Tahun 2021 tentang Rencana 

Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.  

 

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 

1.3.1. Maksud 
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1) Memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya serta 

kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

2) Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah 

dituangkan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

dalam bentuk rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan rencana kerja. 

1.3.2. Tujuan  

1) Sebagai acuan dalam penyusunan RKA-DPA Tahun 2026; 

2) Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran 

dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah ditetapkan pagu 

dana indikatifnya. 

 

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I. PENDAHULUAN 

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan 

rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar 

substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 

1.1. Latar Belakang 

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, proses penyusunan Renja 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, keterkaitan antara 

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan dokumen 

RKPD dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

1.2. Landasan Hukum 

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, 

peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur 

tentang SOTK, kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan 

perencanaan dan penganggaran Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil. 



7 
 

1.3. Maksud dan Tujuan  

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan 

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

1.4. Sistematika Penulisan  

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta susunan garis besar isi 

dokumen. 

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan 

Capaian Renstra PD di Tahun 2024 

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi 

pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

tahun 2024 dan pencapaian target Renstra Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 di tahun keempat (2024).  

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan 

indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun 

terhadap Indikator Kinerja Utama. 

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi, 

serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait 

dengan kinerja pelayanan. 

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat 

Daerah 

Berisikan uraian mengenai: 

1. Tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan 

pelayanan;  

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam 

menyelenggarakan tugas dan fungsi; 

3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan; dan 

4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan 

yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program 

dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. 
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BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah  

Berisikan tujuan dan sasaran yang tercantum pada Renstra sesuai 

tahun berkenaan. Tujuan dan Sasaran dilengkapi dengan indikator 

tujuan dan indikator sasaran beserta target tahun 2026 

3.2. Usulan Inovasi Perangkat Daerah 

 Berisikan usulan output inovasi Perangkat Daerah yang akan 

dilakukan pada tahun 2026, yang dilengkapi sesuai format yang 

ditetapkan 

3.3.  Program dan Kegiatan 

Berisikan tabel rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah 

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

Disajikan dalam bentuk matrik rencana program dan kegiatan 

disertai penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar 

mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:  

▪ Jumlah program dan jumlah kegiatan yang direncanakan  

▪ Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber 

pendanaannya. 

BAB V. PENUTUP 

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu 

mendapat perhatian rangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah 

pelaksanaan dan rencana tindak lanjut. 
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BAB II 
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPENDUDUKAN  

DAN PENCATATAN SIPIL  
TAHUN 2024 

 

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 

DAN CAPAIAN RENSTRA PD DI TAHUN 2024 

Berdasarkan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024, predikat kinerja program masuk 

kategori sangat tinggi (100%). 

Hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel Form 

E.81 Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD sebagaimana pada 

tabel 2.1 berikut : 
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Tabel 2.1 
Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  

Tahun 2024 
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Adapun capaian Renstra di tahun 2024, ditunjukkan dengan tabel berikut: 

Tabel 2.1 
Realisasi Sasaran Strategis Tahun 2024 

TUJUAN 
SASARAN 

 
INDIKATOR 
SASARAN 

CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR 
SASARAN 

TAHUN 2024 
TINGKAT 

PENCAPAIAN 
(%) 

PREDIKAT 

TARGET REALISASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan 
publik perangkat 
daerah 

 Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
terhadap 
layanan 
perangkat 
daerah 

Angka hasil survey IKM yang dilakukan 
oleh perangkat daerah 

82,40 86,10 104,49 Sangat 
Berhasil 

 Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

Predikat  
Akuntabilitas 
Kinerja 
Instansi 
Pemerintah 

Hasil penilaian Inspektorat Kabupaten 84,00 84,00 100 Sangat 
Berhasil 

Meningkatnya 
tertib 
administrasi 
kependudukan 

Meningkatnya 
tertib 
administrasi 
kependudukan 

Indeks 
pengelolaan 
administrasi 
kependuduk
an 

Rata-rata capaian kinerja dari cakupan 
penerbitan Kartu Keluarga + cakupan 
KTP-el + cakupan KIA + cakupan akta 
kelahiran + cakupan akta kematian + 
cakupan akta pengesahan anak + 
cakupan akta pengakuan anak + 
cakupan akta perkawinan + cakupan 
akta perceraian + cakupan ketersediaan 
data SIAK + cakupan ketersediaan profil 
kependudukan 

97,05 98,53 101,52 Sangat 
Berhasil 
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2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten 

Sleman dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2024 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas, 

maka susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :  

1. Kepala Dinas 

2. Sekretariat terdiri dari: 

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 

b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan 

3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk; 

4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;  

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan 

Pemanfaatan Data; dan 

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman melaksanakan 

tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas 

pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dalam 

menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi: 

1. penyusunan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

2. perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil; 

3. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan 

pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil; 

4. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang 

kependudukan dan pencatatan sipil; 

5. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan 

6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan 

fungsinya dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, maka secara rinci jenis pelayanan yang 

diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah: 

a. Pelayanan secara tatap muka: 

1. Pelayanan Akta Kelahiran 

2. Pelayanan Akta Pengakuan Anak 

3. Pelayanan Akta Pengesahan Anak 

4. Peayanan Pencatatan Pengangkatan Anak; 

5. Pelayanan Pencatatan Perubahan Nama; 

6. Pelayanan Pencatatan Perubahan Status Pewarganegaraan WNA menjadi 

WNI; 

7. Pelayanan Pencatatan Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran atau 

Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG); 

8. Pelayanan Pencatatan Perubahan Status Pewarganegaraan WNI menjadi 

WNA; 

9. Pelayanan Akta Perkawinan; 

10. Pelayanan Akta Perceraian; 

11. Pelayanan Akta Kematian; 

12. Pelayanan Akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, dll 

yang hilang/rusak); 

13. Pelayanan Kartu Keluarga (KK) bagi WNI; 

14. Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA); 

15. Pelayanan KTP-el WNI; 

16. Pelayanan Surat Keterangan Pindah WNI (SKP WNI); 

17. Fasilitasi Pindah  Penduduk dari Luar Daerah; 

18. Fasilitasi Pindah Penduduk Keluar dari Daerah Sleman; 

19. Pelayanan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Terlantar; 

20. Pelayanan Pendaftaran Penduduk Nonpermanen; 

21. Pelayanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital; 

22. Pelayanan Kartu Keluarga (KK) bagi Orang Asing (OA); 

23. Pelayanan KTP-el bagi Orang Asing (OA); 

24. Pelayanan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT); 

25. Pelayanan Surat Keterangan Pindah WNA (SKP OA); 

26. Pelayanan Sinkronisasi Data NIK; 

27. Pelayanan Biodata Penduduk; 
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28. Pelayanan Legalisasi Dokumen Pencatatan Sipil dan Pendaftaran 

Penduduk. 

b. Pelayanan secara daring: 

1. Pelayanan Akta Kelahiran; 

2. Pelayanan Akta Kematian; 

3. Pelayanan Kartu Penduduk Elektronik (KTP-el) Hilang/Rusak; 

4. Pelayanan Kartu Keluarga (KK) Hilang/Rusak; 

5. Pelayanan Perubahan Elemen Data Kartu Keluarga (KK); 

6. Pelayanan Pindah Penduduk Antar Kabupaten/Propinsi dalam Wilayah 

NKRI; 

7. Pelayanan Pindah Datang Penduduk Antar Kabupatean/Propinsi dalam 

Wilayah NKRI; 

8. Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA); 

9. Pelayanan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT); 

10. Pelayanan Sinkronisasi Data NIK; serta 

11. Pelayanan Permintaan Dokumen. 

Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan 

kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari indikator kinerja utama 

sebagai berikut: 
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Tabel 2.2 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Sleman Tahun 2024 

 

No 
Indikator 

Kinerja Utama  

Target 

Tahun 

2024 

Realisasi 

Tahun 

2024 

Catatan Analisis 

Faktor Pendorong Faktor Penghambat 

1 2 3 4 5 6 

1 Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

terhadap 

layanan 

perangkat 

daerah 

82,40 86,10 Pemanfaatan teknologi informasi 

untuk memberikan pelayanan 

adminduk yang semakin mudah dan 

cepat melalui berbagai inovasi, salah 

satunya melalui layanan daring 

(aplikasi layanan dukcapil online) 

Belum tersedianya tempat 

penyimpanan arsip dokumen 

pencatatan sipil yang sesuai standar 

2 Predikat AKIP 84,00 84,00 a. Adanya koordinasi dan tindak 

lanjut dari hasil evaluasi tahun 

sebelumnya; 

b. Monitoring, pembinaan dan 

evaluasi pelaksanaan kegiatan 

yang mendukung tercapainya 

Pemahaman dan kesadaran 

bersama terhadap pentingnya AKIP 

masih belum optimal. 
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sasaran; dan  

c. Adanya teknologi informasi yang 

memudahkan pelaporan realisasi 

keuangan dan fisik kegiatan serta 

pengendalian dan evaluasi 

program kegiatan. 

 

3 Indeks 

pengelolaan 

administrasi 

kependudukan 

97,05 98,53 a. Terselenggaranya komunikasi, 

informasi dan edukasi kepada 

aparatur dan masyarakat baik 

melalui kegiatan sosialisasi 

informasi dan rekam data 

adminduk (Sisir Adminduk) 

maupun kegiatan pembinaan dan 

sosialisasi adminduk lainnya; 

b. Adanya kerja sama yang sinergis 

dengan berbagai stakeholder 

adminduk, seperti kapanewon, 

kalurahan, fasilitas kesehatan, 

sekolah, Pengadilan Negeri, 

Pengadilan Agama, KUA, dan 

a. Masih kurangnya kesadaran 

masyarakat untuk segera 

melaporkan peristiwa penting 

dan peristiwa kependudukan 

yang dialami sehingga data 

kependudukan belum update.  

b. Terdapat kendala dalam 

pelaksanaan aktivasi Identitas 

Kependudukan Digital (IKD).  
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instansi lainnya dalam 

memberikan pelayanan yang 

membahagiakan; dan  

c. Adanya berbagai inovasi 

pelayanan adminduk yang 

dilaporkan dan dimonitoring 

secara berkala. Selain itu, 

terdapat peningkatan inovasi 

LARITU (Layanan Hari Sabtu) 

yang awalnya hanya 

dilaksanakan pada hari sabtu 

pertama setiap bulan menjadi 

setiap hari sabtu. 
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2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI 

PERANGKAT DAERAH 

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil terdapat beberapa isu penting sebagai berikut:  

1. Percepatan pencatatan akta kelahiran untuk semua, termasuk di dalamnya 

bagi kelompok rentan; 

2. Penguatan kualitas dan validitas data kependudukan; 

3. Perluasan jangkauan dan inklusi pelayanan digital kependudukan; 

4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan, 

utamanya terkait dengan kemudahan akses dan layanan, pelayanan 

terintegrasi, dan pelayanan daring, hal ini sejalan dengan penerapan 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government, 

penyelenggaraan pelayanan publik yang memanfaatkan TIK untuk 

memberikan layanan adminduk yang membahagiakan masyarakat; 

5. Masih kurangnya kesadaran penduduk untuk melaporkan setiap peristiwa 

kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya sebagai bentuk tertib 

administrasi kependudukan. 
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BAB III 

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL 

 

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH 

Tujuan  dan  sasaran  Renja  Tahun 2026 sebagaimana  yang  tercantum  

dalam  Renstra  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 - 2026 

sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1. 
Tujuan – Sasaran 

Tahun 2026 
 

No Tujuan 
Indikator 

Tujuan 

Target 
Kinerja 
Tujuan 
Tahun 
2026 

Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Target 
Kinerja 
Sasaran 

2026 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan 
publik perangkat 
daerah 

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
terhadap 
layanan 
perangkat 
daerah 

82,8    

    Meningkatnya 
akuntabilitas 
kinerja perangkat 
daerah 

Predikat AKIP 84,00 

2. Meningkatnya 
tertib 
administrasi 
kependudukan 

Indeks 
pengelolaan 
administrasi 
kependudukan 

98,05 Meningkatnya 
tertib 
administrasi 
kependudukan 

Indeks 
pengelolaan 
administrasi 
kependudukan 

98,05 

 

Pada Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun 

Rancangan Renstra Tahun 2025-2029. Target indikator tujuan dan sasaran 

Rancangan Renstra Tahun 2025-2029 sebagai berikut: 

 

 

 

 



26 
 

Tabel 3.2 
Target Indikator Tujuan dan Sasaran pada Renstra Tahun 2025-2029 

Tujuan Sasaran Indikator 
Target 
2026 

Meningkatkan kepemilikan 
dokumen kependudukan 

 
Indeks kepemilikan 
dokumen kependudukan 

90,25 

 
Meningkatnya akuntabilitas 
kinerja pemerintah dan 
keuangan daerah perangkat 
daerah 

Nilai AKIP perangkat 
daerah 

84 

 
Meningkatnya kualitas 
pelayanan perangkat daerah 

Survei kepuasan 
masyarakat 

86,30 

 
Meningkatnya kepemilikan 
dokumen kependudukan 

Indeks kepemilikan 
dokumen kependudukan 

90,25 

 

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Administrasi 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia, yaitu “Memperkuat 

pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, 

kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran 

perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang 

disabilitas” melalui Program Pencatatan Sipil dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 3.3 
Program Asta Cita 

Bidang 
Urusan 

Prioritas 

Outcome 
Prioritas 

Program Kegiatan Subkegiatan 

Urusan 
Pemerintahan 
Bidang 
Administrasi 
Kependudukan  
dan 
Pencatatan 
Sipil 

Meningkatnya 
kualitas layanan 
kependudukan 
dan pencatatan 
sipil, serta 
pemanfaatan 
data 
kependudukan 
berbasis digital 

Program 
Pencatatan 
Sipil 

Pelayanan Pencatatan 
Sipil 

Koordinasi dengan 
Kantor Kementerian 
yang Menyelenggarakan 
Urusan Pemerintahan di 
Bidang Agama 
Kabupaten/Kota dalam 
Memelihara Hubungan 
Timbal Balik Melalui 
Pembinaan Masing-
Masing kepada Instansi 
Vertikal dan UPT Dinas 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 
Kabupaten/Kota 

Fasilitasi Terkait 
Pencatatan Sipil 
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Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga mendukung Program 

Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Sleman yaitu “Penciptaan tata Kelola 

pemerintahan yang inovatif, transparan, akuntabel dan bebas dari kolusi, 

korupsi, dan nepotisme (KKN)”. Berikut adalah program prioritas Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendukung Program Prioritas Bupati 

dan Wakil Bupati Sleman: 

 

Tabel 3.4 
Program Prioritas 

No 
Program 
Prioritas 

Outcome 
Kegiatan/ 

Subkegiatan 

1. Pendaftaran 
Penduduk 

Meningkatnya 
kepemilikan 
dokumen 
pendaftaran 
penduduk 

Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

   
• Pendataan Penduduk Non Permanen 

dan Rentan Administrasi 
Kependudukan 

  
  • Pencatatan, Penatausahaan dan 

Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran 
Penduduk 

  
  • Pencatatan, Penatausahaan dan 

Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan 
Peristiwa Kependudukan 

2. Pencatatan 
Sipil 

Meningkatnya 
kepemilikan 
dokumen 
pencatatan sipil 

Pelayanan Pencatatan Sipil 

  
  • Pencatatan, Penatausahaan dan 

Penerbitan Dokumen atas Pelaporan 
Peristiwa Penting 

  
  • Peningkatan dalam Pelayanan 

Pencatatan Sipil 
  

  Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 
  

  • Koordinasi dengan Kantor Kementerian 
yang Menyelenggarakan Urusan 
Pemerintahan di Bidang Agama 
Kabupaten/Kota dalam Memelihara 
Hubungan Timbal Balik Melalui 
Pembinaan Masing-Masing kepada 
Instansi Vertikal dan UPT Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten/Kota 
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No 
Program 
Prioritas 

Outcome 
Kegiatan/ 

Subkegiatan 
  

  • Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran 
Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan 
Peristiwa Penting 

  
  • Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil 

 

3.2. USULAN INOVASI PERANGKAT DAERAH 

Pengembangan inovasi pada urusan administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dinamika 

kebijakan adminduk dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kementerian Dalam Negeri. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Sleman terus melakukan pengembangan inovasi layanan secara berkesinambungan 

dan berkelanjutan, sejak tahun 2021 telah melaksanakan berbagai inovasi 

pelayanan administrasi kependudukan untuk memudahkan layanan kepada 

masyarakat. Berikut inovasi adminduk yang telah dilaksanakan: 

 

Tabel 3.5 
Daftar Inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

No Nama Inovasi Nomor Surat Keputusan 

1 SOLAH SAE (Sekolah Sadar Administrasi 
Kependudukan) 

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman No 
38.1/Kep.Ka.Din/2021 

2 SISIR ADMINDUK (Sosialisasi informasi, 
rekam data, dan pelayanan administrasi 
kependudukan) 

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman No 
17/SK.Ka.Din/2019 

3 LUKA DESI (Keluarga Berduka, 
Disdukcapil dan Desa Siaga) 

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman No 
28.1/Kep.Ka.Din/2021 

4 JAFAR BERKAH (Pelayanan jemput bola 
menjelang pelaksanaan safari sholat Jumat 
Bupati bersama anggota forkompinda dan 
jajaran Pemerintah Kabupaten Sleman) 

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman No 
23.1/Kep.Ka.Din/2022 

5 YANDUK DARING (Pelayanan dokumen 
kependudukan secara daring) 

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman No 
36/Kep.Ka.Din/2022 

6 POSYANDUK (Pos Pelayanan Dokumen 
Kependudukan) 

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman No 
15/Kep.Ka.Din/2023 
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No Nama Inovasi Nomor Surat Keputusan 

7 SI GARUDA (Siaga Antar Dokumen 
Kependudukan Anda)  

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman No 
36.1/Kep.Ka.Din/2022 

8 JELITA JIWA (Pelayanan jemput bola ke 
rumah atau panti bagi penduduk yg sakit 
berat, lansia, penyandang disabilitas, orang 
dengan gangguan jiwa/ODGJ)  

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman No 
37/Kep.Ka.Din/2021 

9 FASPINDUK (Fasilitasi Pindah Penduduk 
dari Luar Daerah) 

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman No 
21/Kep.Ka.Din/2022 

10 IDOLA (Integrasi Dokumen Layanan Akta) Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman No 
53/Kep.Ka.Disdukcapil/2017 

11 GISA Award (Evaluasi dan Pemberian 
Penghargaan Pelaksanaan Gerakan 
Indonesia Sadar Administrasi 
Kependudukan) 

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman No 
29.1/Kep.Ka.Din/2023 

12 KLINIK CAPIL (Konsultasi dan Informasi 
Permasalahan Dokumen Pencatatan Sipil) 

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman No 
32/Kep.Ka.Din/2022 

13 GAPURA DATUK (Gerakan Pemutakhiran 
Data Kartu Keluarga) 

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman No 
26.3/Kep.Ka.Din/2023 

14 SiGO (Sistem Informasi Geospasial Data 
Administrasi Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman) 

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman No 
26.1/Kep.Ka.Din/2023 

15 LARITU (Pelayanan Administrasi 
Kependudukan Hari Sabtu) 

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman No 
26.2/Kep.Ka.Din/2023 

 

Inovasi layanan administrasi kependudukan diartikan sebagai semua bentuk 

pembaharuan dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan, 

dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan administrasi kependudukan. 

Inovasi yang diciptakan dan dikembangkan dimaksudkan untuk mempermudah 

layanan dengan menghilangkan segala hambatan dalam birokrasi dengan filosofi 

inovasi yang harus bisa memangkas biaya (cut off cost of the money), memangkas 

jalur birokrasi yang panjang (cut off bureaucratic path) dan memangkas waktu yang 

panjang (cut off the time) yang dalam implementasinya dijalankan dengan motto 
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lebih cepat (faster), lebih mudah (easier), lebih murah (cheaper), lebih pintar 

(smarter) dan lebih baik (better). 

 
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN 

Berisi uraian garis besar mengenai rekapitulasi Urusan, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan dan pendanaan 

 

Tabel 3.4 

Rekapitulasi Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan 

Tahun 2026 

No 
Urusan/Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Jumlah Pendanaan (Rp) 

1 

Bidang Urusan Pemerintahan Bidang 

Administrasi Kependudukan Dan 

Pencatatan Sipil 

 16.586.199.360,00 

 Jumlah Program 5  

 Jumlah Kegiatan 14  

 Jumlah Sub Kegiatan 40  
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BAB IV 
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS 
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

 

 

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2026 sebagai berikut: 
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